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Abstrak: Penyelenggaraan program Pendidikan Menengah Universal dilatarbelakangi oleh keberhasilan
program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Atas dasar itu, Kemendikbud perlu meningkatkan akses
lulusan pendidikan dasar untuk melanjutkan ke pendidikan menengah melalui program wajib belajar 12
tahun. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasi program Pendidikan Menengah
Universal, terkait dengan (1) acuan legal formal; (2) kesiapan penyediaan sarana dan prasarana; (3)
kesiapan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan (4) kesiapan pendanaan. Metode penelitian
yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive. Hasil studi
menunjukkan bahwa: (a) semua daerah sampel belum memiliki acuan legal formal untuk melaksanakan
program PMU; (b) ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai; (c) ketersediaan
pendidik dan tenaga kependidikan belum mencukupi dan pendistribusiannya belum merata; dan (d)
ketersediaan pendanaan masih terbatas.

Kata kunci: pendidikan menengah universal, wajib belajar 12 tahun, sarana prasarana, pendidik
dan tenaga kependidikan, pendanaan

THE UNIVERSAL EDUCATION PROGRAM IN PREPARING FOR
TWELVE YEARS COMPULSORY EDUCATION

Abstract: The implementation of the universal education program for secondary school has been based
on the success of the nine year primary compulsory education. Therefore, it is crucial for the Ministry
of Education and Culture to improve the access for primary education graduates to secondary school
through the twelve years compulsory education. The aim of this study is to analyze the implementation of
the universal secondary education in relation to (1) the legal formal; (2) the provision of the educational
infrastructure and facilities; (3) the provision and distribution of teachers and administration staff; and
(4) the supporting fund. The method used was survey with purposive sampling technique. The results of
the study are: (a) all sample areas have not had any legal basis supporting the implementation of universal
education program for secondary education; (b) the educational infrastructure and facilities are not
adequate (c) teachers and administration staff are insufficient and unevenly distributed; (d) operational
budget is limited.

Key words: universal education program, twelve years compulsory education, educational facilities,
teachers and administration staff, budgeting

PENDAHULUAN

Salah satu yang melatarbelakangi penye-
lenggaraan program Pendidikan Menengah
Universal (PMU) adalah keberhasilan program
wajib belajar (wajar) pendidikan dasar (dikdas)
sembilan tahun. Keberhasilan program tersebut
memiliki konsekuensi logis terhadap pemberian
akses bagi anak usia sekolah lulusan pendidikan
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan menengah.

Pemerintah telah menyatakan penyeleng-
garakan program wajar dikdas 9 tahun telah
tuntas, namun pada kenyataannya program
tersebut belum seluruhnya tuntas. Ketuntasan
masih dalam taraf mengurangi angka melek huruf
dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK).
Secara kualitatif, program dimaksud memang
belum memenuhi kualitas dan secara kuantitatif
kesuksesan tersebut baru ditunjukkan pada penca-
paian APKSMP 97 persen (Muhammad, 2012:2);
Kemendikbud, 2015:12).



Dalam menetapkan ketuntasan wajar dik-
das, Pemerintah menggunakan acuan tahapan
pencapaian APK, yaitu (1) tuntas pratama, jika
APK mencapai 80% s.d. 84%; (2) tuntas madya,
jika APK mencapai 85 % s.d. 89%; (3) tuntas
utama, jika APK mencapai 90% s.d. 94%; dan
(4) tuntas paripurna, jika APK mencapai minimal
95% (Dir. Pembinaan SMP, 2008:6). Walaupun
demikian, Pemerintah masih perlu menuntaskan
wajar dikdas 9 tahun agar seluruh anak usia pen-
didikan dasar di Indonesia dapat menyelesaikan
pendidikannya sampai tamat SMP/MTs.

Secara logis, keberhasilan wajar dikdas 9
tahun memiliki kesinambungan dengan penye-
lenggaraan program wajar 12 tahun. Namun, pro-
gram tersebut belum dapat dilaksanakan karena
belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh
sebab itu, Kemendikbud menetapkan program
PMU sebagai kebijakan “rintisan” wajar 12 tahun
yang sifatnya “anjuran” yang sangat diharapkan
untuk dilaksanakan (sunnah muakadah). Selain
itu, program tersebut bersifat “preparatif dan an-
tisipatif” untuk menyongsong “bonus demografi”
yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020
sampai dengan tahun 2035.

Bonus demografi dapat dimaknai sebagai
kesempatan untuk menikmati kesejahteraan
masyarakat, dikarenakan potensi sumber daya ma-
nusia (SDM) sangat produktif menghasilkan ba-
rang/jasa kesehatan untuk keperluan masyarakat.
Pergeseran distribusi umur penduduk dan penu-
runan rasio ketergantungan penduduk muda
(youth dependency ratio) menciptakan keadaan
ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bo-
nus demografi. Kondisi ideal ini menunjukkan
jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali lipat
dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah
15 tahun (Adioetomo, 2005:23; Wongboonsin &
Patcharawalai, 2003:7; dan John Ross, 2004:1).

Terkait dengan hal tersebut, Djalal (2015:3)
mengemukakan bahwa transisi demografi me-
ngakibatkan adanya(1) proses transisi demografi
yang disebabkan oleh penurunan fertilitas dan
moralitas; (2) perubahan struktur umur pen-
duduk, mencakup (a) penurunan fertilitas akan
menurunkan proporsi penduduk usia muda, dan
(b) penurunan mortaltitas akan meningkatkan
harapan hidup, proporsi penduduk usia kerja dan
lansia; dan (3) rasio ketergantungan penurunan
karena penurunan proporsi penduk mudadan
peningkatan proporsi penduduk usia kerja.

Adioetomo (2005:48) menyatakan peru-
bahan struktur usia penduduk akibat transisi
demografi jangka panjang bedampak pada “(1)
peningkatan jumlah tenaga kerja yang apabila
mendapatkan kesempatan kerja yang produktif
akan meningkatkan fotal output; (2) penumpukan
kekayaan yang lebih besar, apabila ada tabungan
masyarakat yang diinvestasikan secara produktif;
dan (3) tersedianya human capital yang jumlahnya
lebih besar (dibandingkan waktu sebelumnya),
sehingga apabila ada kebijakan investasi yang
khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas
SDM, Indonesia akan memiliki peluang untuk
menciptakan tenaga kerja tingkat menengah yang
tangguh dan berkualitas untuk mengelola sumber
daya alamnya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, per-
masalahan yang timbul adalah sejauh mana
kesiapan pemerintah daerah dalam mengimple-
mentasikan program PMU? Mengacu pada per-
masalahan tersebut,tujuan studi ini dimaksudkan
untuk mengkaji kesiapan pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan program PMU sehingga
ditemukan (1) ada tidaknya acuan legal formal
penerapan penyelenggarakan program PMU; (2)
kecukupan sarana dan prasarana pendidikan; (3)
kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan
(PTK); serta (4) kecukupan penyediaan pendana-
an operasional pendidikan.

Program PMU secara resmi telah di
“launching” Mendikbud pada Juni 2013. Hal
ini menandakan bahwa pada tahun pelajaran
2013/2014 Kemendikbud secara resmi mulai
mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pem-
berlakuan ini terutama bagi daerah yang telah
menyatakan siap untuk melaksanakannya. Daerah
dimaksud meliputi Provinsi (1) Daerah Istimewa
Yogyakarta; (2) Jawa Timur; (3) Sumatera Sela-
tan, (4) Sumatera Utara, (5) Jambi, (6) Bangka
Belitung, (7) Lampung, (8) Bali; (9) Kalimantan
Timur; (10) Kalimantan Selatan; (11) Sulawesi
Selatan; (12) Sulawesi Utara, dan (13) Maluku.

Selaras dengan penyelenggaraan program
PMU, Pemerintah telah mempertimbangkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2009 tentang Tenaga Kerja (UU
No.13/2009), bahwasannya lulusan SMP/MTs
atau yang sederajat belum layak untuk bekerja.
Oleh karena itu, apabila mereka tidak melanjutkan
pendidikan ke sekolah menengah maka diasum-

sikan mereka akan memiliki dampak sosial yang
lebih kompleks.

Cakrawala Pendidikan, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1



Sambil menunggu acuan legal formal
terkait dengan amanat penyelenggaraan program
wajar dikmen 12 tahun, Pemerintah telah menge-
luarkan acuan pelaksanaan program PMU melalui
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Me-
nengah Universal.

Skema strategi pencapaian APK sekolah
menengah mencapai 97 persen pada tahun 2020
ditunjukkan pada Gambar 1.

Pendidikan memiliki peran yang menentu-
kan bagi kemajuan suatu bangsa. Peran pendidi-
kan dimaksud antara lain dalam hal pembangunan
daya saing bangsa, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini
didukung adanya tren pertumbuhan ekonomi di
Indonesia periode 2010-2014 cukup baik. Kon-
disi tersebut menimbulkan harapan Indonesia
akan menjadi salah satu negara dengan kekuat-
an ekonomi terbesar di dunia (Kemendikbud,
2015:12-13). Peran penting pendidikan dalam
pembangunan ekonomi, terutama dalam hal
kemampuan Pemerintah menyediakan tenaga
kerja terampil. Hal ini sejalan dengan prinsip
bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi
peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga
berdampak pada meningkatnya penghasilan
pekerja.

Namun, hal tersebut kurang didukung
oleh hasil penelitian Slamet PH (2014:301-311)
yang menunjukkan bahwa (1) peningkatan jum-
lah siswa SMK tidak mendukung pertumbuhan

ekonomi dan (2) peningkatan jumlah siswa SMK
menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK
makin tinggi.

McKinsey dari Global Institute (Kemen-
dikbud, 2015: 13-14) memperkirakan pada
tahun 2030 Indonesia membutuhkan tenaga
kerja terampil sebanyak 113 juta orang sehingga
akan menempatkan posisi Indonesia pada tujuh
besar ekonomi dunia. [a memperkirakan bahwa
Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan
ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030.
Perkiraan ini berdasarkan pada tingkat pertumbu-
han ekonomi Indonesia yang dinilai paling stabil
di dunia (Kemendikbud, 2015:12-13). Apabila
hal ini dikaitan dengan “bonus demografi”, In-
donesia harus memanfaatkan momentum “bonus-
demografi” yang diperkirakan akan berlangsung
mulai tahun 2020-2035. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya usia produktif dan menurunnya
usia tidak produktif. Manakala kita tidak mampu
meraih kesempatan tersebut, Indonesia akan
kehilangan kesempatan (lost opportunity)emas
dan bisa jadi kesempatan itu tidak akan dapat
terulang kembali.

Untuk menjawab tantangan tersebut, salah
satu kebijakan telah ditetapkan untuk meningkat-
kan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun
yang diawali dengan pelaksanaan program PMU
dengan target pencapaian APK sekolah menengah
97 persen pada tahun 2020. Harapan ketercapaian
target tersebut, didukung hasil penelitian Putra
(2015:1v) yang menyimpulkan bahwa pelaksana-

...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah..
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.... Melalui upaya percepatan, sasaran nasional APK pendidikan menengah sebesar 97% diperkirakan
tercapai pada tahun 2020. Namun sebaliknya, bila tanpa upaya percepatan maka sasaran nasional
tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2040......

Gambar 1. Skema Strategi Pencapaian APK (Ditjen. Pendidikan Menengah,2012:31)
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an PMU di Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan
akan berhasil mencapai sasaran PMU mencapai
97 persen dan memperkecil disparitas APK
antarkabupaten/kota pada tahun 2020. Namun,
jika program PMU tidak dilaksanakan di seluruh
wilayah NKRI mulai tahun 2013, maka hara-
pan pencapaian APK 97 persen secara tuntas
diprediksikan baru akan terwujud pada tahun
2040 (Gambar 1).

Keberlangsungan pelaksanaan PMU mem-
bawa konsekuensi pada dukungan anggaran
yang cukup besar, sehingga diperlukan komit-
men dan tanggung jawab bersama, tidak hanya
dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat, namun dari seluruh para pemangku
kepentingan pendidikan lainnya, termasuk pihak
dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh
karena itu, dalam penyelenggaraan PMU, perlu
melakukan kerjasama antara Pemerintah dengan
DUDI (khususnya untuk SMK).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan me-
tode survei untuk mengetahui ketercapaian imple-
mentasi PMU dilihat dari aspek ketersediaan
legal formal, ketersediaan sarana dan prasarana,
ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan
serta sumber pendanaan. Penelitian ini meng-
gunakan data sekunder dan data primer. Data
sekunder diperoleh dari sumber Peta Kondisi
PMU di daerah sampel yang dianalisis untuk
mengetahui tingkat ketercapaian implementasi
PMU dari berbagai aspek seperti ketersediaan
sarana dan prasara, pendidik dan tenaga kepen-
didikan, serta pendanaan (Kemendikbud, 2013).
Data primer bersumber dari hasil isian kuesioner
dinas pendidikan dan sekolah, digunakan untuk
mengetahui kondisi saat ini dan perkembanagan
implementasi PMU.

Populasi penelitian mencakup 10 kabupa-
ten/kota dari provinsi yang menyatakan telah
merintis program PMU. Pengambilan sampel
dilakukan secara purposive. Penentuan teknik
sampling secara purposif dilakukan dengan
pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian
(Sugiyono, 2008:85). Pertimbangan dimaksud
yaitu kesiapan sampel dalam mengimplementa-
sikan program PMU.

Pemilihan sampel ditetapkan dengan krite-
ria kabupaten/kota yang telah (a) melaksanakan

program PMU; (b) memiliki APK tinggi di atas
rata-rata nasional (>76,4%); dan (c) memiliki
APK di bawah rata-rata nasional (<76,4%). Studi
ini melibatkan pejabat dinas pendidikan kabu-
paten/kota, Pejabat Bappeda/BKD, kepala bidang
di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota,
kepala SMA, kepala SMK, dan kepala SMP,
komite sekolah, dan staf DAPODIK sebgai re-
sponden. Teknik analisis data dilakukan dengan
menggunakan statistik deskriptif sederhana dalam
bentuk tabel dan grafik.Mendeskripsikan data
kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, ketersediaan legal formal sebagai
acuan implementasi program PMU di sepuluh
daerah sampel belum ada aturan legal formalnya.
Namun demikian, legal formal PMU secara im-
plisit telah tercantum dalam “satu pasal” Perda
Penyelenggaraan Pendidikan. Pemda yang telah
mengaturnya yaitu Kodya Surabaya, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Belitung
Timur.

Kepemiliklan legal formal terkait dengan
pelaksanaan program PMU di 10 kabupaten/
kota sampel secara rinci dapat dicermati pada
tabel 1.

Tabel 1 mengindikasikan bahwa peme-
rintah daerah dan dinas pendidikan provinsi/ka-
bupaten/kota belum siap melaksanakan program
PMU pada tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini
disebabkan antara lain karena kesalahpahaman
tentang pendidikan gratis dan program PMU yang
terlebih dahulu telah diterapkan di kabupaten/
kota sampel.

Kedua, ketersediaan sarpras pembelajaran
seperti UKB dan USB belum memadai. Pemda
perlu memperhatikan rasio lulusan peserta didik
SMP/MTs di daerahnya masing-masing. Jika rasio
peserta didik per rombongan belajar belum sesuai
dengan SNP, maka dapat dihitung rasio rombel
terhadap kebutuhan ruang kelas. Penambahan
USB dan RKB diperlukan untuk meningkatkan
daya tampung satuan pendidikan menengah
agar mampu menampung seluruh lulusan SMP/
MTs. Khusus pendirian USB, diamanatkan oleh
Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 bahwa
penyediaan USB dilakukan untuk menjamin
tersedianya satu satuan pendidikan menengah di
setiap wilayah kecamatan di Indonesia.
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Tabel 1. Kepemilikan Legal Formal PMU

Kabupaten/Kota

Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan

Keterangan

Kabupaten Karangasem

Kota Surabaya

Kota Makassar

Kabupaten Tanjung Jabung
Timur

Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten OKU Selatan

Kota Banjarmasin

Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Minahasa Utara

Kota Balikpapan

Perda Nomor 5 Tahun 211 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan

Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Memiliki Pergub.Sulsel Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Peraturan
daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pergub.
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelengaraan Pendidikan Gratis.

Perda Kota Makassar Nomor.3 Tahun
2006 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan.

Keputusan Walikota Makassar Nomor.
4405/ 1006/Kep/2014 tentang Nama
Satuan Pendidikan Penyelenggara
Pendidikan Gratis
SMA/SMK/MA/SMALB Negeri/Swasta
se Kota Makassar Tahun Ang garan 2014
Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan
Berkualitas

Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Sistem Penyelenggaraan Gratis dan Perda
Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten
Belitung Timur

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dan
Peraturan Bupati OKU Selatan tentang
pendidikan/sekolah gratis

Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Memiliki Peraturan Gubernur Sumatera
Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten
Deli Serdang tentang Wajib Belajar

Memiliki Perda Provinsi Minahasa Utara
tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor
3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

Belum memiliki perda pelaksanaan program
PMU. Wajar diberlakukan bagi setiap anak
usia 7-15 tahun (wajar dikdas). Belum ada
aturan yang secara spesifik mengatur
implementasi PMU

Mendukung pelaksanaan program PMU,
kewajiban belajar bagi setiap anak usia 7-18
tahun. Memiliki Perwali tentang PMU
namun tidak secara detail mengatur
pelaksanaan program PMU

Mendukung pelaksanaan program PMU,
hanya pada klausul kebijakan yang mengatur
tentang penyeleng garaan pendidikan.
Pendidikan gratis diselenggarakan pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Tidak secara spesifik mengatur pada program
PMU

Mendukung program PMU, namun tidak
secara spesifik mengatur tentang program
PMU, Wajib belajar dan pendidikan gratis
dimulai pada jenjang SD hingga SMA
Mendukung pelaksanaan program PMU
dengan penyelenggaraan program wajib
belajar 12 tahun. Pemda berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan dasar dan
menengah yang bermutu dan berkualitas
Belum memiliki kebijakan yang langsung
mengamanat kan tentang PMU.Namun,
melalui kebijakan Pergub. Penyelenggaraan
pendidikan mengarah pada dukungan
terhadap pelak sanaan PMU.

Mendukung pelakasanaan program PMU,
penyelengga raan pendidikan jenjang
menengah menjadi tanggungjawab pemda
dan masyarakat serta pembiaya annya
ditanggung pemda dan masyarakat.

Belum mendukung pelak sanaan program
PMU. Kewajiban belajar untuk setiap anak
usia 7-15 tahun. Belum ada peraturan yang
secara spesifik mengatur pelaksanaan
program PMU.

Mendukung pelaksanaan program PMU.
Semua anak usia sekolah wajib belajar dan
menyelesaikan pendi dikan minimal SLTA
(wajar 12 tahun) dan memiliki keterampilan
serta mengu asai teknologi informasi dan
bahasa asing.

Mendukung pelaksanaan program PMU, dan
dalam Perda telah dinyatakan Wajib belajar
12 tahun.

Sumber : Data diolah
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Grafik 1. Ketercukupan Sarana dan Prasarana (RKB)
Sumber: Data diolah

Dengan memperhatikan matrik analisis
rasio kecukupan ruang kelas, berdasarkan analisis
rasio jumlah lulusan SMP/MTs terhadap keterse-
diaan rombongan belajar (rombel) di Kelas X SM
saat dilakukan penelitian, hampir seluruh kabu-
paten/kota daerah sampel dengan rasio rombel >
1 (kecuali Kodya Surabaya dan Makassar) masih
membutuhkan tambahan rombel (perlu tambahan
RKB) untuk menampung 100 % lulusan SMP/
MTs masuk ke sekolah menengah.

Hasil DKT menegaskan bahwa kebijakan
penambahan RKB-USBditetapkan dinas pen-
didikan dan pemangku kepentingan lainnya
terkait penyelenggaraan PMU didasarkan pada
perkiraan kebutuhan dan kondisi sarpras saat
ini dengan memprediksi kebutuhan yang akan
datang berdasarkan lulusan SMP/MTs. Dalam hal
pemenuhan USB, sebagian besar daerah sampel
belum mencukupi sesuai tuntutan Permendikbud
80 tahun 2013 tentang PMU Pasal 4 ayat (5) dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan. Berdasarkan data kabupaten/kota
sampel, masih ada tiga kabupaten yang belum
memiliki sekolah menengah (SM) di kecamatan
yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten OKU
Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara. Dengan
demikian, prioritas penyediaan USB SMA /MA/
SMK atau UGB SMP-SM satu atap yaitu di
kecamatan-kecamatan tersebut. Ini berarti belum

semua kabupaten memenuhi Permendikbud No.
80 Tahun 2013.

Keberadaan sarana dan prasarana, khusus-
nya RKB dan USB telah memberikan kontribusi
yang posistif dalam meningkatkan mutu pen-
didikan. Pada grafik dibawah ini menunjukkan
pendapat kepala sekolah sampel menyatakan
bahwa peningkatan sarana dan prasarana telah
memberikan efek yang positif terhadap beberapa
aspek, yaitu (a) pembelajaran menjadi efektif
(80%); (b) pembelajaran dapat dilaksanakan
pada pagi hari (65%); (c) peserta didik akan lebih
mudah mencerna pembelajaran jika pembelajaran
tersebut dilaksanakan pada pagi hari: (d) peserta
didik tidak perlu bergantian menggunakan ruang
kelas; dan (e) setiap rombel dapat menempati
ruang kelasnya masing-masing.

Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan
merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan
proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
Sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen,
setiap pengadaan guru baru harus memiliki kuali-
fikasi minimal S1/D4 (UU No.14/2005). Kebi-
jakan ini untuk menjaga agar implementasi PMU
tidak berdampak pada penurunan jumlah guru
yang berkualifikasi pendidikan S1/D4 akibat dari
mengejar ketersediaan jumlah guru. Kebijakan
terkait PTK dalam penyelenggaraan PMU antara
lain merencanakan pemenuhan kebutuhan guru
sesuai dengan jumlah dan jenis guru (guru kelas,
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Grafik 2. Kontribusi Peningkatan Sarana dan Prasarana
Sumber: Data diolah
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Grafik 3. Rasio Guru : Peserta didik
Sumber: Data diolah

guru mata pelajaran, di SMA dan guru produktif
di SMK). Kekurangan guru pada saat ini dipenuhi
dengan cara merekrut guru honorer yang diangkat
oleh kepala sekolah.

Grafik 3 menunjukkan ketercukupan guru
di Kabupaten Karangasem, Kota Makassar, Kabu-
paten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Belitung
Timur, Kota Banjarmasin dan Kota Balikpapan

Keempat, ketersediaan pendanaan pe-
nyelenggaraan PMU. Kondisi ekonomi di suatu
wilayah memberikan gambaran tentang potensi-
potensi unggulan yang dapat dijadikan referensi
untuk meningkatkan akses pendidikan menengah
sesuai atau relevan dengan kebutuhan suatu
wilayah. Di samping potensi wilayah, kondisi
ekonomi wilayah dibutuhkan untuk memberikan
gambaran kemampuan daerah dan masyarakat
dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas
bagi seluruh masyarakat.

Kemampuan daerah yang dimaksud dalam
studi ini terfokus pada kemampuan fiskal dan
masyarakat. Kapasitas fiskal merupakan gam-
baran kemampuan keuangan masing-masing
daerah yang dicerminkan melalui penerimaan
umum APBD untuk membiayai tugas peme-
rintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Pe-
nerimaan APBD tidak termasuk dana alokasi
khusus (DAK), dana darurat, dana pinjaman lama,
dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi
untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Pada jenjang pendidikan menengah, sum-
ber dana provinsi dialokasikan untuk (a) pe-
ningkatan mutu manajemen, profesi guru dan
penyusunan kurikulum melalui Bimtek dan
MGMP; (b) pembelian buku referensi muatan
lokal; (c¢) pembiayaan panitia ujian dan laporan
hasil prestasi peserta didik; (d) kegiatan pembe-
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lajaran, remedial, dan pengayaan; (e) pembiayaan
penerimaan peserta didik baru (PSB); (f) insentif
tenaga kependidikan; dan (g) pembiayaan opera-
sional kantor.

Pendanaan urusan bersama Pusat dan
daerah untuk penanggulangan kemiskinan sesuai
dengan PMK Nomor 74/PMK.07/2013 digunakan
dua indikator yaitu Indeks Ruang Fiskal Daerah
(IRFD) yang merupakan indikator kekuatan pen-
danaan keuangan daerah dan Indek Persentase
Penduduk Miskin Daerah (IPPMD) untuk men-
gukur tingkat kemiskinan daerah.

Hasil DKT mengindikasikan bahwa be-
berapa daerah telah berupaya mengalokasikan
dana untuk pengadaan sarana dan prasarana PMU
yang bersumber dari dana APBD untuk pembelian
tanah guna pembangunan USB, sedangkan dana
pembangunannya bersumber dari Pemerintah
Pusat dan dana yang bersumber dari APBD
provinsi/kabupaten/kota. Namun, dana dari
APBD kabupaten/kota sangat terbatas baik untuk
pembangunan USB, RKB maupun pembangunan
laboratorium dan perpustakaan. Grafik berikut
menggambarkan alokasi anggaran pendidikan
melalui APBD serta persentase alokasi anggaran
pendidikan.

Kebijakan penganggaran pelaksanaan PMU
di daerah secara eksplisit belum sepenuhnya me-
ngatur tentang pembiayaan PMU. Hasil temuan
dilapangan berdasarkan instrumen yang disampai-
kan kepada kepala dinas kabupaten/kota sampel
menyebutkan bahwa kebijakan pembiayaan
penyelengaraan PMU tidak diatur secara khusus
(30%) namun mengikuti aturan kebijakan kepala
daerah setempat (20%).

Penggunaan DAK hanya dimungkinkan
untuk pembangunan RKB manakala penambahan
ruang dibangun secara ‘vertikal’. Dalam kaitan-
nya dengan program PMU,pembangunan sarana
prasarana dimungkinkan melibatkan peran serta
masyarakat, selain Pemerintah dan pemerintah
daerahsesuai dengan Permendikbud No. 80 /2013
tentang PMU.

Kota Balikpapan, pendanaan PMU dalam
konteks Wajar 12 Tahun mendapat dukungan yang
sangat besar dari APBD Kota maupun APBD
provinsi. Hal ini terlihat dari alokasi bantuan
operasional sekolah (BOS) dari Pemda dan dari
Provinsi sebagai tambahan BOS dari Pusat. Seko-
lah menengah pertama (SMP) di Kota Balikpapan
mendapatkan subsidi tambahan dari APBD kota
(BOSDA) sebesar Rp1.000.000/peserta didik/ta-
hun. Dari BOS Provinsi (BOSPROV) diterimakan
sebesar 2.000.000/peserta didik/tahun (SMA) dan
RP 2.500.000/peserta didik/tahun (SMK). Selain
bantuan BOS tersebut, masih ada bantuan lain
bagi peserta didik miskin dan siswa berprestasi
“Kaltim Cemerlang”.

Upaya yang dilakukan Pemda Kodya
Makassar untuk biaya pengadaan sarana/prasa-
rana PMU, antara lain bersumber dari dana APBD
dengan menyediakan tanah untuk pembangunan
USB, sedangkan dana pembangunannya bersum-
ber dari Pemerintah Pusat (Dirjen. Pendidikan
Menengah) didukung dana bersumber dari APBD
Provinsi Sulsel. Namun, dana dari APBD Kodya
Makassar sangat terbatas baik untuk pembangu-
nan USB, RKB maupun pembangunan Labora-
torium dan Perpustakaan.

1,800,000 55.65
1,600,000

47.58
1,400,000
1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

AD0,000
200,000 I I
o
Kab. Kota Kota

Karangasem  Surabaya Makassar

17
‘ I

Kab. Tanjung :
3D. JaNUNE | ab. Beliturg | Kab. OKU Kota Kab. Dell Kota
Jabung

a6
II 1’

Timur
010 Anggaran (Rp.000.000) 299,113 901,866 510,245 132,856
2011 Anggaran (Rp.000.000) | 402,100 | 1,544,998 | 636,655 42,368
w012 Anggaran (Rp.000.000) 411667 | 1470439 | 626,552 201,140
=&=2010% APBD A47.58 2155 39.44 1837
2011 % APBD 5565 974 40,09 1348
—8—2012 % APBD 4187 1846 3543 23.46

2343

20
nl n
Kab.

Minahasa

Timur Selatan Banjarmasin | Serdang Balikpapan

Utara
116,550 92138 261619 584953 150,792 382,220
142,993 181,407 389,261 747 497 125,310 415,966
151,749 175,903 430,336 913,822 211,621 427,360
25.16 2035 3191 4431 4093 2636
2178 2881 4173 4485 310 23N
2546 27.99 40.03 4487 4011 2343

Grafik 4. Alokasi Anggaran Pendidikan
Sumber: Data diolah

Cakrawala Pendidikan, Februari 2017, Th. XXXVI, No. 1



Untuk memenuhi kebutuhan biaya ope-
rasional sekolah, antara lain bersumber dari
BOS APBN dan dana pendidikan gratis Provinsi
dan Kodya Makassar. Dari sumber BOS APBN,
masing-masing peserta didik memperoleh bantuan
dana sebesar Rp1.000.000,-/tahun/peserta didik,
sedangkan dana yang bersumber dari program
pendidikan gratis Provinsi Sulsel dan Kodya
Makassar seluruhnya berjumlah Rp 300.000/ta-
hun/peserta didik. Dana pendidikan gratis tersebut
dialokasikan 40% dari Pemda Provinsi Sulsel dan
60% dari Kodya Makassar.

Walikota Makassar memberikan tambahan
biaya khusus pada tiga SMAN di pinggiran kota
Makassar yang populasi peserta didiknya keba-
nyakan dari keluarga miskin yang diharapkan
akan terus bersekolah tanpa tinggal kelas dan
putus sekolah. Selain memperoleh bantuan BOS
APBN dan dana pendidikan gratis, sekolah terse-
but juga memperoleh tambahan biaya pendidikan
untuk peserta didik berupa uang transpor, pembe-
lian buku, seragam sekolah dan ATK.

Berbagai sumber pendanaan tersebut di-
arahkan agar seluruh peserta didik lulusan SMP/
MTs sederajat dapat mengenyam pendidikan
sampai lulus SM dengan gratis, sehingga APK
di Kodya Makassar meningkat dan pada giliran-
nya dapat mendukung kebijakan PMU. Selain
itu, dari dana APBN, beberapa peserta didik di
sekolah tertentu juga memperoleh dana BSM
yang dialokasikan untuk biaya pribadi peserta
didik (kurang mampu) untuk keperluan transpor
sehingga mereka akan tetap sekolah tanpa terk-
endala masalah biaya sekolahnya.

Hasil DKT menunjukkan bahwa so-
sialiasasi program PMU belum dilakukan secara
menyeluruh kepada para pemangku kepentingan
pendidikan. Hal ini diperkuat oleh persepsi daerah
terhadap program PMU yang masih berbeda-beda.
Walaupun pemahaman daerah terhadap program
PMU berbeda-beda, akan tetapipada hakikatnya
sama dengan pelaksanaan program pendidikan
gratis di daerah masing-masing. Di samping
itu, grand design PMU dan Peta Kondisi PMU
masing-masing provinsi/kabupaten/kota yang
semestinya dijadikan acuan pokok perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program PMU belum
disosialisasikan ke daerah secara tuntas.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:10)
mengemukakan bahwa faktor kurangnya sosiali-
sasi program PMU ini analog dengan program
kebijakan dari Pemerintah Pusat ke daerah yang
sering mengalami keterbatasan/kurang memadai
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dalam pelaksanaan sosialisasi program secara
bertahap dan berkelanjutan.

Selain permasalahan sosialiasai program
PMU, beberapa permasalahan pokok yang di-
hadapi dalam pelaksanaan program PMU, antara
lain(1) wajar dikmen 12 tahun belum memiliki
dasar hukum yang kuat baik Undang-Undang
maupun Peraturan Pemerintah sebagai penyer-
tanya; (2) Kesiapan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program PMU belum mengacu
pada rencana induk (grand design) PMU yang
disiapkana oaleh Dirjen Pendidikan Menengah
(2012) dan Peta Kondisi Pendidikan Menengah
Universal Kemendikbud (2013) yang mencakup
seluruh kebutuhan komponen yang diperlukan
termasuk aspek pendanaannya; (3) Persepsi
daerah untuk melaksanakan program wajar 12
tahun cukup beragam dan belum diikuti dengan
perencanaan infrastruktur yang memadai; dan
(4) Pemerintah daerah yang telah menyatakan
melaksanakan program wajar 12 tahun sebagai
wujud otonomi pendidikan daerah belum memi-
liki komitmen yang menjamin keberlangsungan
(sustainability) pelaksanaan program PMU.

Program PMU sebagai persiapan program
wajar 12 tahun merupakan salah satu kebijakan
yang mempresentasikan dukungan Pemerintah
dan pemerintah daerah terhadap pendidikan.
Wajib belajar secara langsung maupun tidak lang-
sung akan berdampak pada investasi yang harus
dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan
pendidikan (stakeholders)

Pembiayaan merupakan salah satu perso-
alan dalam pemerataan akses pendidikan.Oleh
karena itu, salah satu kebijakan strategis Ke-
mendikbud untuk pemerataan akses pendidikan
yaitu menghapus hambatan biaya (cost barriers)
melalui pemberian bantuan operasional sekolah
(BOS) bagi semua siswa pada semua jenis dan
jenjang pendidikan.Oleh karena itu, investasi
pendidikan pada tingkat menengahharus dipenuhi
sesuai dengan kebutuhannya sehingga wajib
belajar dapat menghasilkan kualitas lulusannya
yang bermutu.

Penelitian yang relevan dengan kajian
PMU antara lain sebagai berikut. Kajian Connell
(2003:235-250) tentang “Working-Class Families
and the New Secondary Education” di Australia
menunjukkan bahwa keluarga kelas pekerja um-
umnya lebih peduli agar anak-anak mereka masuk
ke pendidikan menengah kejuruan sehingga me-
reka cepat bekerja.
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Penelitian Hu, Anning (2013:14-20) ten-
tang “Proliferation of educational credentials,
changing economic returns, and rising occupa-
tional education requirements: Evidence in urban
China from 2003 to 2008 menunjukkan bahwa
terjadi penurunan signifikan dalam keuntungan
ekonomi untuk kemampuan perguruan tinggi,
tetapi tidak ada perubahan signifikan dari keun-
tungan ekonomi untuk kemampuan pendidikan
menengah.

Hasil kajian Crittenden (1988:287-310)
tentang “Policy Directions for Australian Sec-
ondary Schools: A Critique of Some Prevalent
Assumptions” menyimpulkan bahwa (1) setelah
15 tahun pemerintah menerapkan kebijakan ter-
hadap pendidikan menengah, perlu perubahan dan
pengambilan kebijakan baru oleh badan-badan
pemerintah dalam praktik di sekolah memengah;
(2) sekolah sebagai instrumen kesejahteraan
ekonomi, cita-cita partisipasi universal sampai
akhir sekolah menengah, dan program umum
dari pendidikan umum untuk seluruh sekolah
menengah sangat diperlukan masyarakat; dan
(3) kemauan politik dari pemangku kepentingan
turut andil besar dalam menentukan kebijakan
pendidikan

Penelitian Banerji dan Anit (2008:213-
228) tentang pendidikan dasar di India berjudul
“Achieving Universal Elementary Education in
India: Future Strategies for Ensuring Access,
Quality and Finance” menyimpulkan bahwa se-
lama lima tahun, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)
berhasil meningkatkan infrastruktur, menjamin
akses, membawa out-of-shool ke dalam sistem
pendidikan umum dan pengangkatan guru serta
kualitasyang saling terkait. Prestasi belajar anak
dapat ditingkatkan secara signifikan melalui
strategi yang tepat akibat dampak pelatihan guru
dan kegiatan remedial. Dalam hal anggaran untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dasar harus
dipastikan melalui kombinasi kebijakan fiskal,
strategi desentralisasi dan mekanisme implemen-
tasi yang baru.

Terkait dengan kebijakan pendidikan me-
nengah gratis di Afrika Timur, hasil kajian Oketch
et al., (2007:131-158) berjudul” Chapter 5 Poli-
cies on Free Primary and Secondary Education
in East Africa: Retrospect and Prospect” dalam
perumusan kebijakan untuk akses pendidikan
dasar dan menengah di Kenya, Uganda, dan
Tanzania menunjukkan bahwa beberapa negara

di sub-Sahara Afrika pada umumnya kembali me-
nerapkan pendidikan dasar gratis (FPE). Ke-
bijakan tersebut sejalan dengan Education For
All (EFA) dan Millennium Development Goals
(MDGs).

SIMPULAN

Atas dasar temuan studi, dapat disimpul-
kan sebagai berikut. Pertama, secara umum
penyelenggaraan program PMU belum memiliki
dasar hukum yang kuat, dan secara khusus selu-
ruh daerah sampel belum menggunakan acuan
Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang
PMU. Namun demikian, beberapa daerah mela-
lui peraturan daerah (Pergub/Perbup/Perwali
secara implisit telah ada pasal yang mengatur
program PMU. Persepsi daerah terhadap PMU
lebih dimaknai sebagai pendidikan gratis yang
mengarah pada program wajib belajar 12 tahun
tanpa pungutan biaya.

Kedua, hampir seluruh daerah sampel
masih membutuhkan tambahan sarana (USB/
RKB), Terdapat tiga kabupaten yang kecamatan-
nya belum memiliki USB-SM; dua kabupaten
yang tiga kecamatannya belum memiliki USB-
SM, dan satu kabupaten yang dua kecamatannya
belum memiliki USB-SM.

Ketiga, kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan (PTK) di setiap daerah sampel sa-
ngat bervariasi, sebagian besar rasio guru terhadap
peserta didik belum terpenuhi di setiap daerah
sampel. Pemenuhan penyediaan dan pendistribu-
sian PTK masih belum sesuai dengan jumlah dan
jenis guru (seperti guru kelas, guru mata pelajaran,
dan guru produktif SMK). Untuk sementara ini,
kekurangan guru sebagian besar telah ditanggu-
langi oleh sekolah dengan merukrut guru honorer
yang diangkat oleh kepala sekolah.

Keempat, penyediaan sumber pendanaan,
sekalipun beberapa daerah memiliki nilai PDRB
dan kemampuan fiskal yang rendah, akan tetapi
dalam perkembangannya dari tahun 2010 hingga
2014 penganggaran fungsi pendidikan dana
APBD terus meningkat. Seluruh kabupaten/kota
telah menyediakan anggaran pendidikan yang
bersumber dari dana APBD berupa BOSDA,
kecuali Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
Namun, secara keseluruhan sumber pendanaan
untuk keperluan penyelenggaraan PMU belum
mencukupi dan memerlukan tambahan dana yang
bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang
tidak mengikat.
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